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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang “Perlindungan
Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana “(
Studi Komparatif KUHAP Dan Hukum Acara Pidana Islam)” peneltian ini
bertujuan menjawab pertanyaan tentang perlindungan hukum terhadap hak-
hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP dan
perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan
perkara pidana menurut hukum acara pidana Islam serta Bagaimanakah
persamaan dan perbedaan kedua system hukum tersebut dalam menangani
permasalahan diatas.

Penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis
penelitian pustaka (library research), sedangkan metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif dan komparatif.
deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum
ke pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian menggunakan analisa
komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua
sistem hukum yang berbeda mengenai permasalaban yang sama, dengan
tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen
dalam kedua sistem hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan KUHAP memberikan perlindungan
pada tahap penyidikan yang memperhatikan hak-hak asai tersangka yaitu hak
untuk melakukan pembelaan dan hak didampingi penasehat hukum serta
perlakuan sama didepan hukum, sedangkan dalam peradilan Islam seseorang
tidak bisa dihukum tanpa bukti, Persamaan hak dan kedudukan serta
kewajiban di hadapan hukum, penyidikan dilakukan langsung didepan
pengadilan tanpa berbelit-belit agar hak tersangka tidak terabaikan, Hanya
Pengadilan yang Berhak Menjatuhkan Sanksi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian masalah
tersebut diatas, penyidik hendaknya menerapkan asaz praduga tak bersalah
terhadapap tersangka, karena dalam penyidikan tidak mencari kesalahan
ataupun upaya menjadikan status tersangka menjadi terdakwa, tetapi
penyidikan dilakukan untuk mencari kebenaran yang terjadi dalam kasus
pidana. dan dalam upaya paksa hendaknya dikurangi dengan lebih
mengedepankan kualitas criminal sciencetific (ilmu kriminal) penyidik dan
agar kebenaran yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan lebih secara
ilmiah, dan yang paling penting adalah dalam penegakan hukum pidana tidak
boleh melanggar hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka pada
tahap penyidikan.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat manusia
dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan., KUHAP
membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah
“sistem peradilan pidana” (criminal justice system). Sistem yang dibangun
KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem)
yang terdiri dari; penyidik, penuntut umum, pengadilan, pemasyarakatan, dan
bantuan hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri
sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas
(diferensiasi fungsional).

Sistem peradilan pidana ini dijalankan dengan berlandaskan asas the
right due process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum
pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati
hukum, oleh karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan
pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna
menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada

keseimbangan dalam penegakan hukum, yaitu antara penegakan hukum dan



perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana
(tersangka).'

Namun demikian, pada kenyataannya KUHAP sebagai suatu pedoman
pelaksanaan peradilan pidana, ternyata belum lengkap dan justru belum
mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-
hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana
(tersangka). Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang
belum diatur di dalam KUHAP.

Sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP juga memberikan
peluang untuk terjadinya pelangaran tersebut. Peluang untuk terjadinya
penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan
pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun
rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi peluang
kepada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan
yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras
dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya.’
pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai
pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu

perkara.

! M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Ed. 11, Cet. VIIL( Jakarta : Sinar Grapika, 2006),h. 1.
2 Ibid h.2



Salah satu contoh pelanggaran fenomenal yang terjadi beberapa waktu
lalu, misalnya pada kasus David Eko Prianto dan Imam Hambali alias
Kemat.> Vonis hakim menyatakan mereka terbukti membunuh Asrori yang
mayatnya ditemukan di kebun tebu, Jombang. Ternyata, mayat yang
tercampak di kebun tebu itu bukan Asrori. Mayat Asrori sendiri belakangan
diketahui terkubur di luar rumah orang tua Very Idam Heniansyah alias Riyan
Si Jagal Dari Jombang. Riyan mengakui membunuh bahwa dialah yang
membunuh Asrori. Polisi, yang mengawali penyidikan pembunuhan ini
dengan uji DNA, telah pula memastikan bahwa mayat yang berhasil di angkat
dari belakang rumah orang tua Riyan itu memang benar Asrori. Setelah itu,
polisi juga akhirnya dapat mengidentifikasi mayat di kebun tebu yang
awalnya diduga sebagai mayat Asrori. Mayat itu ternyata mayat Ahmad
Fauzin Suyanto alias Antonius. Polisi pun telah dapat mengidentifikasi dan
menangkap tersangka pembunuhnya yaitu Rudi Hartono alias Rangga.

Terkait dengan kasus di atas, fakta yang mengejutkan adalah bahwa
para tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut
ternyata dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada
saat penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak
mereka lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili (wrongful conviction)
ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice)

yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi

3 http/fwww.law-insight blogspot.com/kasus-kasus-menarik/ tanggal 27 November 2009



sebagaiman diatur KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada
peradilan pidana Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim
(sebagai produk peradilan) yang salah.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka oleh aparat penegak
hukum selanjutnya akan menimbulkan miscarriage of justice (kegagalan
dalam menegakan keadilan). Dimana penegak hukum yang mempunyai kuasa
dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata
menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk
memberikan ketidak adilan.*

Bagi integritas moral proses pidana (moral integrity of the criminal
proses) sendiri, kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice)
ini akan berakibat fatal, yaitu dapat merusak kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum

perkara pidana adalah perkara yang diajukan kemuka pengadilan yang
mendakwa seseorang telah melakukan kejahatan dan menuntutnya agar
terdakwah dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukannya, seperti
membunuh, menodong, mencuri atau lainnya dari bentuk-bentuk kejahatan
yang pada umumnya sulit pembuktiannya, terhadap macam perkara tersebut

terakhir ini hukuman dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang

* 0.C. Kaligis.,Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana, (Alumni,
Bandung : 2006),h.12.



menyakinkan. jika tidak, maka yang didengar ialah keterangan terdakwah
setelah di bawah sumpahnya.

Termasuk terobosan hukum acara peradilan islam untuk menemukan
kebenaran materiil ialah dengan mengintimidasi tersangka pada saat
melakukan penyidikan, karena adanya bukti awal. jika seseorang menuduh
orang lain merampas vang atau harta bendanya, sedangkan tersangka tidak
memegang barang yang dituduhkan, kemudian si korban perampasan
memohon agar tersangka di geledah, maka permohonannya wajib dikabulkan
demi menjamin seseorang untuk mendapat haknya. °

Lalu bagaimana jika dalam mencari keterangan dengan cara memukul
dan menahannya? perkara yang diajukan dan dimohonkan penyelesaiannya
kepada lembaga yang berwenang, apakah yang mereka sebut peradilan, atau
pejabat penegak hukum lainnya yaitu penyelidik atau apapun sebutannya.
Dalam menjalankan tugas mereka, mereka harus kembali ke hukum Allah.
karena, sesungguhnya hukum Allah itu berlaku untuk semua mahluk. dan
setiap orang yang diserahi menjalankan tugas mengurus urusan manusia, atau
menyelesaikan sengketa haruslah memutuskan dengan adil.

Memukul tersangka tindak pidana itu dibenarkan menurut hukum
dalam rangka proses verbal untuk mengungkap dan mengorek keterangannya,

Asyhab bin Abdul Aziz salah seorang hakim mesir berpendapat bahwa yang

? Ibnu Qayyim Al-jauziyah. Hukum acara peradilan Islam, cet. I ( Yogyakarta: pustaka pelajar,
2006),h. 11.



berwenang melakukan pemukulan ialah pejabat penyidik, penyidik pembantu,
jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim®. Mengatakan kompetensi absolute
mereka adalah mencegah terjadinya kerusakan dimuka bumi, dan
mengendalikan orang yang suka membuat kerusakan dan kezaliman. dan
untuk itu tidak ada jalan lain kecuali dengan menghukum para terdakwah.” hal
inilah yang ditakutkan memberikan peluang untuk terjadinya pelangaran,
terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan ini memberi peluang
kepada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan
yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras
dengan wewenang. pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa
pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi
dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara agar mempercepat proses penyidikan
dan meringankan kerja penyidik agar tidak berlarut-larut dalam penyidikan.
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah-
masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelanggaran yang terjadi
terhadap hak tersangka, meliputi:
1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyidikan.
2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta

benda.

6 Asyhab bin Abdul Aziz, Al-Ikhtilaf Fil Qasamah, (Beirut: Darul Ummah,2009), 52
7 Ibnu Qayyim Al-jauziyah. Hukum acara peradilan Islam, cet. I ( Yogyakarta: pustaka pelajar,
2006),.187



3. Penyimpangan presedur di tingkat penuntutan dan pengadilan.

4. Penyimpangan presedur di tingkat lembaga permasyarakatan.

5. Penyimpangan yang dilakukan oleh advokat atau penasehat
hukum.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka
perlu adanya suatu pembétasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya
membahas bagaimanakah perlindungan terhadap hak tersangka dalam:

1. Kategori pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyidikan.
2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga.
3. Persamaan dan perbedaan kedua system hukum tersebut.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam
proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam
proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana islam?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan kedua system hukum
tersebut?
D. Tinjuan Pustaka
Dalam proses penyidikan sering kali terjadi pelanggaran, mulai dari
pelanggaran ringan hingga pelanggaran yang terbilang berat, tetapi upaya
perlindungan terhadap pelanggaran tersebut masih banyak yang tidak

mengetahuinya, ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari tersangka.



mengenai masalah perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses
penyidikan perkara pidana, ini dikarenakan masih jarang yang membahas.
rata-rata pembahasan penulis hanya membahas pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi.

seperti skripsi Emin Kurniati “ Implikasi Yuridis Terhadap Tidak
Dipenuhinya Ketentuan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Penyidikan (Studi
Pada Bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Mojokerto), obyek studi dalam
penelitian ini adalah mengenai implikasi yuridis terhadap tidak dipenuhinya
ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam proses penyidikan. Di mana dalam pasal
tersebut terdapat kewajiban bagi semua pejabat yang bersangkutan pada
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasehat
hukum. dan skripsi Aryo Bhawono “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Oleh
Kepolisian Surakarta”. dimana obyek studi dalam pembahasan ini adalah
mengenai Hak-hak tersangka berupa penjelasan hak dan penunjukan surat
penangkapan merupakan pelaksanaan hak tersangka. Menurut KUHAP
pemberitahuan ini tidak wajib akan tetapi penunjukan surat penangkapan
harus dilakukan. Merupakan penjelasan terhadap tersangka atas apa yang
menimpa dirinya. Pelanggaran hak tersangka merupakan pelanggaran HAM

sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Di pihak lain, Sri Susilarti dalam skripsinya, “Pelanggaran Hak

Tersangka Dalam Lingkup Administrasi Pengadilan Di Rumah Tahanan



Negara Klas lia Jakarta Timur,” Menurutnya, terjadinya pelanggaran hak
tersangka dan narapidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara
merupakan akibat faktor ekstemal, berupa keterlambatan administrasi
peradilan, yaitu keterlambatan penyerahan surat perpanjangan penahanan atau
surat penetapan perpanjangan penahanan; kurang seimbangnya porsi
kewenangan di antara aparat penegak hukum, sehingga timbul pelanggaran
hak tersangka secara administratif dan fisik. kurangnya sarana dan fasilitas
pengadilan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mengakibatkan pelanggaran hak

tersangka.

Dalam penilitian ini penulis membahas tentang perlindungan terhadap
hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, yang akan membahas bagaimana
perlindungan terhadap hak tersangka  dalam kategori pelanggaran
administratif dan prosedural dalam penyidikan, serta bagaimana pelanggaran
terhadap keamanan kebebasan jiwa raga yang terjadi dalam penyidikan.
sedangkan para penulis di atas hanya mengkaji pelanggaran mengenai
pelanggaran administratif dan prosedural saja. sedangkan terhadap keamanan
kebebasan jiwa raga masih belum ada yang membahas, dan ini merupakan
salah satu pelanggaran hak tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini
juga akan membandingkan bagaimana perlindungan hak tersangka dalam

proses penyidikan menurut KUHP dan Hukum acara pidana islam.
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan
skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam
proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam
proses penyidikan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum
tersebut.
F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan
antara Hukum Acara Pidana Islam dengan KUHAP mengenai hak-hak

tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana.

2. Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutya yang kebetulan ada
kaitannya dengan masalah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan
perkara pidana.

3. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca umumnya
dan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang
berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.
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G. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi
keasalah fahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis
memandang perlunya untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci
maksud judul diatas:

Tersangka : Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana

Perlindungan : hal (perbuatan dsb) memperlindungi.

Perkara  :ada sesuatu yang dipertengkarkan/ disengketakan

Pidana : yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu
penderitaan yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada
seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu
tindak pidana.

Penyidikan : Semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk
operasi repressif dari reserse kriminal Polri yang merupakan
permulaan dari pemeriksaan perkara pida.na.8

H. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data yang berkaitan dengan hak-hak tersangka

¥ R. Soesilo, taktik dan teknik penyidikan perkara criminal (Bogor: Politeia, 1974), h. 13.
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b. Data yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak tersangka
c. Data tentang Pendapat ulama tentang hak tersangka.
2. Sumber Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal
mungkin mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah
buku-buku yang menjelaskan tentang hak-hak tersangka dalam proses
penyidikan perkara pidana.
Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
terdiri dari data primer dan data sekunder:
a. Sumber Data Primer.
adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
terdiri dari:

1) KUHAP tentang Tersangka dan Terdakwah

2) Ahkamul Murafa’at Fil Jinayah
3) Al-Qur’an dan Hadis.
b. Sumber Data Sekunder
Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam
melengkapi serta menjelaskan sumber data primer antara lain:
1) El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia
dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun

2002



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

13

Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Ed. II,

Kaligis, O.C. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,
Terdakwa dan Terpidana.

Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, Jakarta, PT.
Melton Putra, 1992.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar
Grafika, 2005

Ibnu Quyyim Al-jauziyah, Hukum Acara Peradilan Isiam,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

R. Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal.
Bogor: Politeia,1974.

Sutrisno Hadi, Metodologi Rise, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press,1977.

Abudin nata,. Masail Al-Figihiyah. Jakarta.Prenada media,2001.

10) Muhammad Quraish shihab, Studi Kritis atas Hadist Nabi SAW.

terjemahan Muhammad al Bagqir, Bandung. Mizan,1994

. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian

kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah

dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan

ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang
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berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang
ada, baik primer maupun skunder akan diuji kredibilitasnya untuk
mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4. Analisis Data.

Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan dalam
penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir deduktif
dan komparatif. deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari
pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.’
Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara
membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang
berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan
menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen
dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-
kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang

terdapat dalam pokok permasalahan.

I. Sistematika pembahasan
Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan
sebuah karya tulis yang komperhensip maka dalam penyusunan skripsi ini,

peneliti akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Sutrisno Hadi, Metodologi Riset ,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), h. 50.
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Bab Pertama : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi
masalah, batasasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.
Bab Kedua : Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses
penyidikan perkara pidana menurut KUHAP, Pengertian umum tentang
tersangka dan penyidikan, Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada
Tahap Penyidikan, Perlindungan Hak-hak Tersangka pada Tahap Penyidikan
dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia.

Bab ketiga Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses
penyidikan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam ,
Perlindungan Hak-hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif
Hukum Acara Pidana Islam, Kebijakan-kebijakan dalam sistem peradilan
pidana islam yang melindungi hak asasi tersangka.

Bab keempat : Analisa tentang persamaan dan perbedaan perlindungan
terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP dengan
hukum acara pidana islam.

Bab kelima: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BABII

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM

PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP

A. Pengertian Tersangka dan Penyidikan.

1. Tersangka

Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana,
Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut , diperiksa dan diadili

disidang pengadilan.'

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan
masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah.
Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan,
dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Lebih lanjut perlu dikemukakan disini bahwa tersangka mempunyai
hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : “Dalam pemeriksaan
pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”2

'Y B. Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama , 2008), 250
2 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika. Cet.Il, 2008), 34

16
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Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak
boleh dipaksa atau ditekan. Penjelasan itu mengatakan : “Supaya pemeriksaan
mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka
tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib

dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.

Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap
ada dan sukar menghilangkannya, Secara garis besar hak-hak tersebut
tergambar dalam prinsif azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan
ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah
memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu

antara lain:

1. Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: >Tersangka berhak

perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”

2. Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak untuk
diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang

apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

3. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat
penyidikan dan pengadilan, tersangka/tersangka berhak memberikan

keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
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4. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan,

tersangka/tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau
lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat
pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang
ini”. Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/tersangka yang
dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan
dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan pross perkara maupun tidak”.

. Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/tersangka yang
dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya
oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalm
proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah
dengan tersangka/tersangka ataupun orang lain yang bantuannya
dibutuhkan oleh tersangka/tersangka untuk mndapatkan bantuan hukum
atau jaminan bagi penangguhannya”.

. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/tersangka berhak
secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya
menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal
yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/tersangka untuk

kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
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7. Pasal 62 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/tersangka
berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima
surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang
diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/tersangka

disediakan alat tulis menulis”.

8. Pasal 64 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak untuk diadili di
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

9. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/tersangka berhak untuk
mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki
keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi
dirinya™.

10. Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/tersangka dibebani

kewajiban pembuktian”.

11. Pasal 68 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/tersangka berhak

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.?

Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa
dihindari:
1. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidak sabaran

penyidik.

* KUHP, (Jakarta, Trinity, Cet. I, 2007), 25-32
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2. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi
penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali
tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan
laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak
diragukan.*

Terkadang Praduga Tak Bersalah atau “Presumption of Innocence”
adalah asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan
menyatakan dia bersalah ini diacuhkan hanya untuk mencari atau kejar
setoran terhadap atasan, padahal Asas ini sangat penting sehingga banyak
negara yang memasukannya kedalam konstitusinya. Asas praduga tak
bersalah merupakan upa untuk melindungi tersangka dan merupakan upaya
penghormatan terhadap manusia yang memiliki harga diri dan sebagai mahluk

yang mulia.
2. Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi
Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang
memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan

pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan

* Kekerasan Dalam Penyidikan Karena Petugas Kurang Memilih Profesionalisme, ( Kompas, 1 Juli
1995), X kolom 1
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Pejabat penyidik negeri sipil.’ Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1
KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang

adanya penyidik pembantu disamping penyidik.®

Penyidikan artinya membuat terang atau jelas, sidik berati juga bekas,
berasal dari dua kata tersebut penyidikan berarti membuat terang kejahatan,
orang belanda menyebutnya Opsporing dalam bahasa ingris disebut
investigation arti tegasnya mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa
pidana apa yang dilakukan dan siapa pelakunya.’

Dalam bidang reserse criminal penyidikan itu bisa dibedakan antara:
1. Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan
pemeriksaan, yang sekaligus rangkian dari tindakan terus-menerus,

tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

2. Penyidikan dalamarti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang
merupakan suatu bentuk operasi represip dari reserse criminal polri

yang merupakan permulaan dari perkara pidana.®

a. Sifat penyidikan

3 Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang
nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1
¢ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika),110.
: R. Soesilo, Taktik dan Teknik penyidikan Perkara krimini, (Bogor: Politeia, 1974),10

Ibid, 13.
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Untuk mempertahankan hahk-hak azasi manusia dituntut dan harus
pula disadari, bahwasanya dengan adanya sila perikemanusian sebagai salah
satu sila dari pancasila, sudah sepantasnya bahwa di Indonesia ini berlaku
suatu hukum acara pidana yang bersifat Accusatoir Modern, dimana seorang
tersangka diperlakukan sebagai subyek, sebagai manusia. dimana
pemeriksaanperkara pidana, baik pemeriksaan dalam sidang pengadilan
maupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan polisi bersifat
terbuka. dan tersangka dapat dibela oleh penasehat hukum, sesuai dengan
kepentingan teknik pemeriksaan perkara pidana yang mana untuk menjaga
nama baik tersangka sendiri karena belum tentu salahnya, ditingkat
penyidikan pra peradilan oleh polisi itu dirahasiakan untuk umum, jadi sifat
penyidikan itu rahasia, inquisitoir. ini tidakmengurangkan ketentuan bahwa
tersangka boleh dibela oleh penaschat hukum, untuk menghindari
kemungkinan mengeruhnya penyidikan pra pradilan.

b. Tugas penyidik

Sejalan dengan tugas hukum acara pidana, maka tugas penyidikan
perkara adalah mencari kebenaran materiil, yaitu mencari fakta-fakta yang

sebenarnya. kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran menurut

formalitas.

Dalam penyidikann kebenaran yang mutlak 100% tidak akan dapat

dicapai karena hanya tuhan yang mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti
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dapat ditemukan sebanya-banyaknya sehingga dapat mendekati kebenaran
yang menyakinkan, bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah

dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat.’
B. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan

Pada uraian sebelumnya telah diuraikan mengenai bagaimana
pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP.
Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsif azas praduga tak
bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-
hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai
pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak asasi tersangka yang
akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normatif.
Yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta

ketentuan lain yang mengatur tetang itu.

Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam
berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup
kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk
pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaan
terhadap diri pribadi tersangka.

? Ibid, 14,
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1. Pelanggaran Administratif dan Prosedural

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan
dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong
pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong
ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang
disebabkan oleh tingkah laku (law behaviour) penyidik, ataupun karena
“kerancuan” ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan
pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi

Penasehat Hukum (Miranda Warning).

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan yang
peling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru
diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah
instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian
dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak kebebasan dan hak atas
jiwa-raga.'

Sesungguhnya pendampingan Penasehat hukum (Miranda Rule) ini
merupakan pelaksanaan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang biasanya disebut dengan asas legalitas. Ketentuan ini

° O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, (Bandung
: Alumni,2006), 237
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mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai wujud
perlindungan hukum atas hak hak kebebsan dan hak atas jiwa-raga seorang
tersangka. Dengan demikian maka layak apabila bantuan hukum dipandang

sebagai wujud nyata dari asas legalitas tersebut.

Fungsi bantuan hukum selanjutnya dalam perkembangan hukum di
Indonesia, merupakan bagian dari sub-sistem penegakan hukum yang
dilaksanakan oleh Advokat atau penasehat Hukum. Hal ini dapat ditelusuri
dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat yang menyatakan;

“.. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat
sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan
hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak
hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang
diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan
berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,
termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak
fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur
sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi
hukum dan hak asasi manusia ...”.!!

Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji dan ditelusuri maknanya lebih jauh,
menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum itu diakui,
tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat “wajib”. Ada kondisi atau
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum

tersebut menjadi “wajib” atau keharusan. Syarat khusus tersebut menyangkut;

! A. Patra M. Zen, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan
Menyelesaikan Masalah Hukum. (Jakarta : YLBHI, 2007), 35
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(i) kemampuan finasial; serta, (ii) ancaman hukum bagi tindak pidana yang

disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.'

Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, maka sesungguhnya akan
berakibat pada tidak dapat diterima atau tidak sahnya tuntutan Jaksa Penuntut
Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16
September 1993 dalam pertimbangannya menyebutkan : “Apabila syarat-
syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk
penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut

Umum dinyataklan tidak dapat diterima.”

Selanjutnya mengenai “syarat-syarat” itu sendiri, pada akhirnya
menimbulkan ketidak pastian hukum tentang apakah dasar bagi penyidik
untuk menilai Pasal 56 KUHAP yang menimbulkan kewajiban untuk
menyediakan Penasehat Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (memiliki)
penasehat hukum sendiri. Keadaan ini pada kenyataannya membawa
tersangka untuk berhadapan dengan penyidik yang memiliki hak diskresi
sangat besar dan cenderung “tidak terkendali”. Yang dimaksud dengan tidak

terkendali tersebut seperti kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan

sebagainya.

" 0.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, (Bandung
: Alumni,2006), 25
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b. Penerapan Batas Maksimal Jangka Waktu Penahanan pada tahap

Penyidikan.

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan; “Tersangka berhak segera
mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan
kepada Penuntut Umum”. Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu
penahanan pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan
Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka
berikutnya."?

Dengan alasan untuk kepentingan Penyidikan dan alasan klasik lain
yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan
menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik
menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka,
sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan

BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan
yang tidak pasti sehingga sulit untuk membedakan antara seorang tersangka
yang diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana
yang rumit dan berat. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang

3 R. Soesilo, Taktik dan Teknik penyidikan Perkara krimini, (Bogor: Politeia, 1974),19
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pelaksanan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu
diketahui bahwa setiap ‘“kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang
disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran tershadap

HAM.

Perampasan kemerdekaan terhadap tersangka sebagaimana juga diatur
dalam Pasal 9 ayat (3) International Convenant on Civil and political Right
(ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus
dilaksanakan sesegera mungkin. Maka dengan adanya penerapan jangka
waktu maksimal penahanan yang tidak efisien ini telah melanggar hak
kebebasan seorang tersangka. Kiranya ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal
24 Ayat (2) KUHAP serta praktek pelaksanaannya harus dapat ditinjau ulang
dan diganti dengan ketentuan baru yang dapat lebih melindungi hak atas
kebebasan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.'*

¢. Tidak Berfungsinya Lembaga Jaminan Penangguhan Penahanan

Lembaga jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat

(1) KUHAP yaitu;

“Atas permintaan tersangka atau tersangka, penyidik atau penuntut
umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat
mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau
jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”

' M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan,. (Jakarta: Sinar Grapika. Cet. VIII, 2006),213
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Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan
lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan jaminan tersebut. Sehingga
pelaksanaanya sering di-diskriminasikan atau dengan kata lain, lembaga
penangguhan penahanan sering hanya diberikan kepada mereka yang

memiliki kekuatan (baik kekuasaan maupun materi).'

Yang menjadi acuan tentang pelaksanaan ketentuan lembaga
penangguhan penahanan ini adalah Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Berdasarkan ketentuan ini, bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat
penangguhan penahanan bersifat fakultatif. Artinya, penangguhan penahanan
dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila
penangguhan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam
penangguhan tersebut hsrus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan.
Pengguhan penahanan tersebut harus selalu disertai dengan syarat-syarat
tertentu. Syarat tersebut menjadi condition sine qua non diberikannya
penangguhan penahanan, yaitu :

1) Wajib lapor.

2) Tidak keluar rumah.

3) Tidak keluar kota.'®

S Ibid, 217
%Ibid, 215-216
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Kondisi ini masih menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, persyaratan di
atas merupakan dasar diberikannya penangguhan penahanan dan tidak
mencantumkan adanya kewajiban pembayaran jaminan. Tetapi di dalam
KUHAP menyebutkan adanya keharusan untuk memberikan jaminan,
meskipun keharusan itu bersifat fakultatif. Ketidak tegasan KUHAP ini
menyebabkan pembayaran uang jaminan penangguhan penahanan tidak
dilangsungkan secara seragam bagi semua tersangka yang diduga sebagai

pelaku tindak pidana.

Terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 50 KUHAP, yaitu dengan
penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap
Penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas. Semestinya lembaga jaminan
penangguhan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk
menghindari terjadinya pelanggran terhadap Pasal 50 KUHAP tersebut.
Dengan adanya penangguhan penahan ini, maka seorang tersangka tidak perlu
ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses
pemeriksaan beberapa hari saja.

2. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa-Raga

Pada uraian-uaraian sebelumnya, telah dikemukakan bahwa salah satu
yang menjadi tolak ukur kemajuan hukum acara pidana dengan lahirnya
KUHAP adalah bahwa KUHAP menempatkan seorang manusia (tersangka)

dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai
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luhur kemanusiaan (his entity and dignity as a human being). Sekalipun
penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak
bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi seorang tersangka atau tersangka tidak boleh

diabaikan atau dilanggar.

Sedangkan mekanisme yang disediakan KUHAP bagi aparat penegak
hukum, dalam rangka untuk mencapai tujuannya menempatkan seorang
tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan
nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity and dignity as a human being), justru
sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang jusru
menghilangkan pencapaian tujuan hukum itu. Ini terlihat dari mekanisme
pemberian kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan upaya paksa

(dwang middelen) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu
misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang
menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan
pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya,
dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan
keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam

rumusan-rumusan sebelumnya.'’

17 Ibid. 106
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Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap keamanan jiwa-raga seorang
tersangka, yang disebabkan oleh ketidak-pastian ketentuan norma dalam
KUHAP, serta akibat dari Jlaw behaviour penegak hukum dalam
menggunakan wewenang upaya paksa (dwang middelen) yang berlebihan,
antara lain sebagai berikut:

a. Penangkapan
1) Pertentangan Rumusan Istilah Penangkapan dalam KUHAP.

Istilah “Penangkapan’; dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP berarti “suatu
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan
tersangka atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam KUHAP”.

Pengertian tersebut mendapat koreksi dari Andi Hamzah yang

mengatakan:

“Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 yang
mengatur tentang Penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan
sebagai berikut: “(1) untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah
penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan
penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan
penangkapan”. Tidak cocok karena bukan saja penyidik (menurut definisi)
tetapi juga penyelidik...dapat melakukan penangkapan. Juga alasan
penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidik tetapi juga
untuk kepentingan penyelidik.”'®

'® Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Him, 128-129.
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Sejalan dengan pendapat di atas, kalau diperhatikan rumusan Pasal 16
ini mengkhendaki bahwa penangkapan “murni” merupakan kewenangan
penyidik untuk kepentingan penyidikan. Tetapi menjadi tidak pasti ketika
penyelidik-pun mendapatkan kewenangan untuk melakukan penangkapan
demi kepentingan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5
KUHAP, yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan. Jelas pada tahapan ini status seseorang yang terkait
dengan peristiwa pidana belum menjadi “tersangka”. Sedangkan berdasarkan

ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP yang boleh ditangkap adalah “tersangka”.

Bila memperhatikan Pasal 17 KUHAP mengenai alasan penangkapan
yaitu; (i) seorang tersangka di duga keras melakukan tindak pidana; (i) dan
dugaan yang kuat itu, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Maka
Penangkapan dalam tahap penyelidikan merupakan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia dan asas presumption of innocente (paraduga tidak bersalah).
Sebab penangkapan ini merupakan “pengekangan kebebasan” manusia yang
salah dengan dasar hukum yang keliru.

2) Rumusan Syarat Penagkapan yang Tidak Pasti
Di atas telah diuraikan mengenai pertentangan istilah penangkapan
yang berujung pada pelanggaran HAM. Selain itu, ditinjau dari Pasal 17

KUHAP, maka penangkapan didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”.
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Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan
Pasal 17 jalah “bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai

dengan bunyi Pasal 1 butir 14”.

Rumusan-rumusan ini seakan-akan menyerahkan kepada penegak
hukum untuk “menduga-duga” bukti “permulaan” adanya suatu tindak pidana.
Tidak ada ukuran pasti terhadap apa yang dimaksud dengan bukti permulaan
itu. Penerapan ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum baik bagi
penegak hukum itu sendiri terlebih kepada seorang tersangka. Sebab dengan
adanya ketentuan seperti ini, membuka peluang bagi penyidik untuk
menangkap seorang tersangka, yang sesungguhnya merupakan pelanggaran
terhadap hak asasi tersangka. Meskipun “bukti” yang dimaksud belum cukup,
tetapi karena penyidik memiliki kewenangan yang luas untuk menafsirkan

ketentuan tersebut, maka penyidik dapat melakukan penangkapan. '’

Dicontohkan pada kasus kemat, fakta yang mengejutkan adalah bahwa
para tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut
ternyata dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada
saat penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak
mereka lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili (wrongful conviction)
ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice)

yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi

¥ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Ed. I1, Cet. VIII( Jakarta: Sinar Grapika, 2006),158.
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sebagaiman diatur KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada
peradilan pidana Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim
(sebagai produk peradilan) yang salah.

3) Penangkapan dengan Praktek Kekerasan

Selain perumusan definisi istilah dan syarat penangkapan yang
mengadung ketidakpastian sehingga berujung pada pelanggran hak asasi
tersangka. Praktek panangkapan pun menjadi ujung tombak pelanggaran hak
asasi tersangka.

Perilaku para penegak hukum (Polisi) seringkali mengabaikan
ketentuan norma-norma yang ada. Kasus Matinya Leonardus Lasaruddin®
yang terbukti penyebab kematiaanya akibat dianiaya oleh anggota polisi yang
menangkapnya. Kasus ini menunjukan bahwa dalam proses penyidikan
khususnya penangkapan, terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga hak

asasi tersangka yaitu hak untuk hidup diabaikan.

Kasus Leonardus ini hanya satu diantara kasus-kasus adanya praktek
kekerasan dalam penangkapan. Berdasarkan data survey tentang praktek
kekerasan dalam penangkapan yang dirilis situs lawinsight.blogspot.com,
pada bulan Agustus 2009 menunjukan 87% penangkapan yang lakukan oleh

polisi menggunakan praktek kekerasan.?!

% http//www_lawinsight.blogspot.com/kasus-kasus-enarik/,

2 Ibid.
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¢. Penahanan

Sama halnya dengan penangkapan, penahanan juga merupakan
pelanggran terhadap hak asasi tersangka, yaitu hak atas kebebasan diri. Pada
uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa penahanan yang tidak
mempertimbangkan efisiensi waktu penahanan, berujung pada pelanggaran

hak asasi tersangka yang bersifat administratif.

Pasal 1 butir 21 memberikan definisi penahanan yaitu “penempatan
tersangka atau tersangka di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

yang diatur menurut KUHAP”.

Menurut M. Yahya harahap, penahanan bertentangan dengan hak asasi
manusia karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya
dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung
kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang
berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat ini sulit
dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang

berbahaya bagi masyarakat itu.?

Dari uraian di atas, terlihat bahwa ketentuan hukum dalam KUHAP

yang memungkinkan terjadinya pelaggaran hak asasi tersangka merupakan

22 M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Ed. 11, Cet. VIII( Jakarta: Sinar Grapika, 2006),163
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ketentuan-ketentuan hukum yang mendasar dalam hukum acara pidana. Dari
sini pula tercermin bagaimana gambaran umum mengenai perlindungan hak
asasi tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada
tahap penyidikan.

C. Perlindungan Hak-hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif

Peradilan Pidana Indonesia.

Apabila mencermati perbedaan dari ketiga model pendekatan Sistem
Peradilan Pidana pada uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa
KUHAP telah mengakomodasikan model duwe procces. Namun dalam
pelaksanaannya, sangat nyata bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia
menerapkan crime control model. Adapun model daad-daderstrafrecht yang
berangkat dari asumsi bahwa pada kondisi tertentu merupakan lawan dari
model due procces, maka model ini dikatakan sebagai model “jalan tengah”,
sulit untuk dilaksanakan. Sebab model ini bukanlah suatu model yang dapat
berdiri sendiri, karena model tersebut hanya dapat diterapkan jika prasyarat
sinkronisasi diantara organisasi Sistem Peradilan Pidana baik secara
struktural, substansial, dan kultural telah tercipta.?

Kenyataan tersebut terlihat bahwa KUHAP sebagai suatu pedoman

pelaksanaan peradilan pidana, ternyata belum lengkap dan justru belum

& Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung:
Alumni, 2007), 6
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mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-
hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana
(tersangka). Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang
belum diatur di dalam KUHAP. Adapun bentuk perlindungan yang diatur
dalam KUHAP serta pembaharuan yang diharapkan dapat diimplementasikan
di masa yang akan datang ialah sebagai berikut:

1. Penerapan Upaya Paksa (Dwang Middelen) yang Memperhatikan

Hak-Hak Asai Tersangka

KUHAP menginginkan proses peradilan pidana yang mengembangkan
paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi
dipandang sebagai “objek” tetapi sebagai “subjek” yang mempunyai hak dan
kewajiban.* Diatas landasan tujuan untuk mengangkat harkat martabat
manusia, KUHAP juga meletakan garis-garis dasar tujuan pembinaan sikap
para pelaksana penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum acara
pidana dengan cara-cara yang manusiawi dan beorientasi pada penghargaan

serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa (dwang middelen) ini disatu sisi memang merupakan
kekuasaan dan kewenangan yang sah dari penyidik atau penuntut umum yang
didapatkan dari hukum (undang-undang) terhadap orang — orang yang

melakukan kejahatan. Akan tetapi di sisi lain, wewenang menjalankan upaya

2 A, Patra M, Zen, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan
Menyelesaikan Masalah Hukum. (Jakarta : YLBHI, 2007), 235.
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paksa (dwang middelen) tersebut menunjukan praktik — praktik yang telah
menjurus kepada pelanggaran hak asasi tersangka itu sendiri. Karena itu,
diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap pelaksanaan Upaya Paksa
(dwang middelen) dalam Hukum Acara Pidana untuk menjamin perlindungan
hak asasi seorang tersangka. Adapun hak-hak asasi tersangka yang harus
dijunjung tinggi antara lain; Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di
hadapan hukum; Harus diduga tidak bersalah (presumption of innocence);
Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan Hak
mempersiapkan pembelaan secara dini, Dalam menerapkan upaya paksa
(dwang middelen), seperti;

a. Penangkapan.

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan
tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat
tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan
serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia
akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud
harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.

Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta
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memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.?®

Ketentuan KUHAP tersebut menginginkan bahwa, tidak dibenarkan
adanya praktek kekerasan dalam pelaksanaan penangkapan. Maka sikap
mental dan perilaku (law behaviour) Petugas Polisi pun harus benar-benar
mengerti, memahami, dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut demi
tegaknya kebenaran dan keadilan melalui rangkaian proses penyelesaian
perkara pidana, melalui sistem peradilan pidana.

b. Penahanan.

Penyidik dalam melakukan penahanan seorang tersangka harus
mempunyai dasar yang jelas, mengetahui dengan benar tata cara penahanan
maupun batas waktu maksimum masa penahanan. Penyidik juga harus dapat
mengefisiensikan waktu untuk membuat BAP sehingga dapat memberikan
perlindungan kekbebasan seorang tersangka dari lamanya waktu penahanan

yang sia-sia.

Dalam melaksanakan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Penyidik harus
mengurangi besarnya penilaian secara subjektif terhadap kekhawatiran adanya
niat tersangka untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau
mengulangi tindak pidana. Tetapi yang harus ditingkatkan adalah kualitas

criminal sciencetific (ilmu kriminal) petugas sehingga dalam mengungkap

¥ Moh. Hatta, Hukum Acara Pidana: Dalam Te anya Jawab. (Jakarta: Liberty, 2010), 56
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suatu tindak pidana tidak memerlukan waktu yang berlarut-larut.?® Hal ini
untuk mengantisifasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya
penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu si tersangka
tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan
demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar

hak-hak asasi seorang manusia.

2. Perluasan Wewenang Lembaga Praperadilan

Inspirasi lahimya lembaga praperadilan adalah bersumber pada adanya
hak habeas corpus dalam sistem peradilan anglo —saxon. Habeas corpus ini
memberikan jaminan yang fundamental terhadap HAM khususnya hak
mengenai kebebasan dan kemerdekaan. Dalam habeas corpus dikenal adanya
pemberian hak kepada seseorang untuk menuntut dan menentang pemerintah
yang melakukan penahanan atas dirinya. Pemberian hak ini dilakukan dengan
suatu surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang bertujuan untuk
menjamin pulihnya hak seseorang atas perampasan serta pembatasan hak

kebebasan dan kemerdekaannya.

Di Indonesia, habeas corpus tersebut diadopsi ke dalam suatu lembaga
praperadilan sebagai lembaga untuk memperjuangkan atau menuntut hak

seorang tersangka, bilamana terjadi pelanggaran terhadap hak asasinya selama

% Ibid, 59
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rangkaian proses peradilan pidana. Sayangnya, lembaga praperadilan di

Indonesia yang diatur dalam KUHAP, tidak mencerminkan secara utuh apa

yang ada dalam hak habeas corpus tersebut. Lingkup Prapradilan sangat

sempit yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya
mengenal 3 (tiga) hal, yaitu; (a) sah atau tidaknya penangkapan, (b) sah atau
tidaknya penahanan, dan, (c) sah atau tidaknya penghentian
penyidikan/penuntutan. Dengan demikian, lembaga praperadilan yang ada
sekarang hanya bersifat administratif dan tidak secara fundamental menjadi
lembaga penjamin atas pelanggaran hak seorang tersangka.

Pembaharuan Hukum Acara Pidana dimasa mendatang harus

mempertimbangkan dan mrumuskan kembali tentang mekanisme

penyelenggaraan lembaga praperadilan ini agar tidak lagi hanya bersifat
administratif. Adapun kelemahan dan kekurangan dari lembaga praperadilan
yang ada selama ini antara lain :

a. Tidak semua unsur upaya paksa dapat diajukan untuk di praperadilankan.
Dalam KUHAP tidak diatur adanya mekanisme untuk mengajukan
gugatan praperadilan tentang; penggeledahan, serta penyitaan dan
pembukaan surat-surat.

b. Praperadilan bersifat pasif, artinya hanya berjalan jika ada permintaan dari
pihak tersangka, baik tersangka sendiri, penasehat hukum maupun

keluarganya. Jadi, meskipun terjadi pelanggaran yang diketahui secara
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umum, praperadilan tidak berjalan jika ada permintaan dari salah satu
pihak tersebut.

c. Dalam persidangan  praperadilan, seringkali hakim  hanya
mempertimbangkan dan menguji segi formal dari suatu pelanggaran yang
diajukan, jarang memperhatikan segi materil dari pelanggaran tersebut.
Misalnya, mengenai sah atau tidaknya suatu penahanan, yang diperhatikan
hanya seputar syarat-syarat formal saja, tetapi esensi dari pelanggran hak
asasi dengan adanya penahanan tersebut tidak menjadi bahan perhatian
hakim.

d. Putusan yang dihasilkan dari lembaga praperadilan ini berupa penetapan,
yang karena kekuatan hukumnya meskipun dikabulkan, sering diabaikan
oleh tergugat, dalam hal ini penegak hukum yang melanggar dan

dipraperadilankan tersebut.”’

Dari uraian di atas, lembaga praperadilan yang seharusnya dapat
menjamin hak asasi seorang tersangka secara fundamental sesuai dengan
inspirasinya, tetapi kenyataannya hanya merupakan instrumen “pelengkap”

sistem peradilan pidana saja.

2 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia ( Jakarta : Sinar Grafika. Cet.II, 2008), 75
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM

PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ACARA

PIDANA ISLAM

A. Perlindungan Hak-hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif

Hukum Acara Pidana Islam.

Baik Al-Qur'an maupun As-sunnah berulang kali memerintahkan
keadilan dan mengutuk ketidak adilan. Mengaitkan yang pertama dengan
ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman, jadi syari’at Islam dibentuk
dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan
tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-
kejahatan yang telah didefinisikan. Di ketentuan lainnya, ia mengizinkan
hukuman yang dijatuhkan sebagai diskresi judicial untuk perbuatan-perbuatan
yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum. Dalam setiap
kasus tidak ada hukum yang melanggar kepentingan umum. Dalam setiap
kasus tidak ada hukum yang dapat diterapkan, kecuali melalui peradilan.'

Menurut Ibnu Khaldun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi
untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus saran-saran yang
dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal

itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan

! Awad M. Awad, The Rights of the Acccursed Under Islamic Criminal Procedure, ( London, oceana
publication, 1982), 91
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kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi, prosedur-prosedur penyidikan dan
penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (siyasah) atau dari kekuasaan
yang diserahi.’

Dalam proses peradilan pidana, berhadapan antara tertuduh dan
pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat, masing-masing berusaha
mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh
dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum,
sedangkan pihak pertama berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak
bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim.

Hukum pidana acara pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan
bagi tersangka, baik pada tahapan penyidikan atau penyelidikan maupun pada
tahap pemeriksaan dipengadilan. Jaminan untuk kepentingan tersangka adalah
sebagai berikut:

1. Jaminan pada saat Penyelidikan/ Penggeledahan

Dalam hukum Islam penggeledahan sudah lama di kenal yaitu dalam
masalah penyidikan pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafa’ur rasyidin
khususnya dimasa ‘Umar bin Khattab, antara lain dalam jarimah hudud, gisas-
diyat dan ta’zir. Pada masa Rasulullah SAW, kejahatan dan pelanggaran dapat
diselesaikan dengan adil dan bijaksana.

Ketentuan pelaksanaan penggeledahan ini sesuai dengan sabda

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Khamsah :

2 Ibid, 93
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Artinya: Diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim dari bapaknya, dari
kekeknya, bahwa Rasulullah pernah memenjarakan seorang laki-laki
karena suatu tuduhan, kemudian beliau membebaskannya. (HR. al-Khamsah
kecuali Ibnu Majah).’

Dalam hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah melakukan
penahanan pada jarimah ta’zir, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata
kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta,
dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata
bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka
bahwa penahanan adalah hukuman ta’zir, sedangkan pada pencuri baru
dikenakan hukuman apabila telah terbukti.*

Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan
umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan
penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, atau mengakibatkan
ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap
dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah
diputuskan.

Dalam penyelidikan atau penggeledahan harus memperhatikan

beberapa faktor, antara lain:

* Abdullah bin Abdul Muhsin, Suap Dalam Pandangan Islam,( Jakarta: Geman Insani Press, 1997), 64
4 Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’l Al-Islami, jiL1l, (Bairut: Dar al-Kitab al-*Arabi, t.t), 150
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a. Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak
boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/ penggeledahan yang
dikeluarkan oleh wali al-mazalim.

b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada
kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.

c. Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan
dikresi dari wali al-mazalim .

d. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah
penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-
tindakan yang sesuai hukum (lawful). Jika sebaliknya harus diabaikan.

Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang
tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk
menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu. .*

2. Jaminan pada Saat Penahanan.
Hakim boleh menahan orang yang didakwah sebelum terbukti untuk
proses pembuktian. Tidak banyak ulama yang menjelaskan tentang definisi
penahanan (al-habsu). Di antara yang mendefinisikannya adalah Ibnu

Taimiyah, bahwa penahanan (al-habsu) adalah “Mencegah dan menghalangi

* Abu Ya'la al-Farra, al-Ahkamu as-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-lmiyyah, 2000), him, 65-
66
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seseorang dari bebas melakukan aktivitas dirinya, dengan ditempatkan di
rumah atau di masjid, bukan di tempat yang sempit.” ¢

Meski boleh menahan seorang tersangka, masa penahanannya itu
harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dan masanya tidak lama, setengah
hari, atau sehari semalam.

Dalil atas kebolehan melakukan penahanan terhadap terdakwa adalah

dalam hadis riwayat Abu Hurairah dinyatakan:

’BC;wdwa-rbjwm\uLagJSuf

Nabi saw. pernah menahan terdakwa selama sehari semalam (HR al-
Hakim).

Perlu diingat, bahwa penahanan terdakwa dalam hal ini bukanlah
hukuman, melainkan penahanan untuk mengungkap sebagian fakta yang
masih tersembunyi terkait dengan kasusnya.” Dalam penahanan juga harus
memperhatikan beberapa faktor:

a. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang
dikeluarkan oleh wali al-mazalim atau al-muhtasib.

b.  Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya
orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan

dan pelepasan.

6 - Ibnu Taimiyah, Abdus Salam bin Abdullah bin Ali, Maj'mti’ al-Fatdwa, (Dar Alam al-Kutub), 298,
7 An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, Mugaddimah ad-Dustéir aw al-Asbdb al-Mujibah Lahu, Jil 1,
Cet. II (Beirut: Darul Ummah,2009),79.
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Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu
yang serius (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya).
Penehanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum
mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya.
berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum yang lain bilang merupakan
diskresi hakim.

Jaminan pada saat Interogasi:

Rangkaian penyidikan dalam sistem peradilan Islam. Berlaku satu
hakim dalam Peradilan hukum Islam yang bertanggung jawabterhadap
berbagai kasus pengadilan. Hakim tersebut memiliki otoritas untuk
menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’
kaum muslimin.

Sistem peradilan dalam hukum Islam tidak ada dewan juri. Maka
hukuman-hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan
tersebut terbukti secara pasti dan kondisi yang relevan dapat ditemukan
(misal ada empat saksi untuk membuktikan perzinahan).

Dan dalam penyidikan diperlukan introgasi, baik pada tersangka
ataupun pendakwah, tetapi pada pendakwah intogari tidak dilakukan
kepada pendakwa melainkan kepada saksi yang diajukan pendakwa, disini
nanti hakim akan menilai kebenaran pernyataan saksi, sedangkan tertuduh/

tersangka ditanyakan langsung kepadanya.
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Dalam introgasi harus diperhatikan beberapa hal yaitu:

a. Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi

b.

khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin
dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah wali almaz
alim dan al-muhtasib.

Terhadap kejahatan hudud dan gisas, petugas yang melakukan interogasi
tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa,
ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan
sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi
terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri
dan tidak benar.

c. Terhadap kejahatan-kejahatan hudud dan qisas, terdakwa diizinkan untuk

d.

melawannya. Para fugaha’ muslim berpendapat bahwa kesalahan dalam
kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara
pembuktian yang ditentukan dalam syari’at Islam dan diamnya terdakwa
bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi
dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan,

ancaman, dan sebagainya).
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e. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya,
dan kesembronoannya sendiri.?

Syari’at mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang
diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan
oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik
pengakuannya.’

Selain itu, Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi
dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak
yang berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja
terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam.

Peringatan yang sama juga ditujukan kepada para saksi. Betul
bahwa ia dapat bersaksi dengan saksi palsu sehingga dapat mempengaruhi
keputusan pengadilan. Namun, setiap saksi akan diingatkan bahwa Allah
senantiasa menyaksikan apa yang mereka nyatakan yang kelak akan
dimintai pertanggung jawaban (QS 17: 36). Di samping itu, kesaksian
palsu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dikecam di dalam

Islam. Rasulullah saw. bersabda:

i 15, B By 2K 5T 36 -y e it Jlom e
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® Nagaty Sanad, The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law, ( Chicago: Office of
International Criminal Justice, 1991), 37-38
? http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170467-pengertian-ta-zir/
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B. Kebijakan-kebijakan dalam Sistem Peradilan Pidana Islam yang Melindungi
Hak Asasi Tersangka.

Tidak patut rasanya jika sebagian pihak memandang hukum Islam
hanya sebatas mengenai persoalan rajam, gishas, potong tangan, atau cambuk
saja. Selain dianggap tidak manusiawi juga sudah tidak relevan dengan
semangat humanisme. Anggapan kontroversial tersebut di samping masih bisa
diperdebatkan lebih lanjut tentunya, mungkin juga selalu disandarkan pada
pandangan yang timpang: tidak menyeluruh ketika membicarakan hukum
Islam.

Padahal dalam kenyataannya, Islam juga memuat tentang ragam aturan
hukum dalam bermasyarakat bernegara. Maka, jangan kaget jika di dalam
Islam ada asas praduga tak bersalah, asas supremasi hukum, asas
kesederajatan di muka hukum, asas beban pembuktian, asas kebenaran formil,
asas sidang terbuka untuk umum dan masih banyak lagi asas lainnya.

Ironisnya, asas-asas hukum di atas itu baru diterapkan belakangan ini
oleh negara-negara modern yang sealam ini selalu menggembar-gemborkan
dengan sistem peradilannya yang lebih humanis. Padahal, asas-asas hukum
tersebut sudah jauh-jauh hari dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw pada
Negara Madinah dan sewaktu pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin.

Asas praduga tak bersalah, misalnya, ternyata sudah diterapkan oleh

Nabi yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12.
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Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi
Maha Penyayang.

Ayat tersebutlah yang menjadi tonggak dari asas hukum acara pidana
dalam Islam dan telah diterapkan dalam peradilan Negara Madinah. Asas-asas
Hukum Islam tersebut bukanlah hanya sebatas doktrin tanpa laku nyata.
Bukan sebatas aturan yang tertuang dalam secarik kertas, namun benar-benar
telah dipraktikkan dan menjadi fakta historis. Hal itu bisa dilihat pada
pengadilan kasus baju besi Ali bin Abi Thalib. Pengadilan perdata itu
memperkarakan tentang kepemilikan baju besi antara Ali bin Abi Thalib
melawan seorang Yahudi Madinah. Singkat cerita, si Yahudi Madinah
tersebut menang dan berhak atas kepemilikan baju besi itu."'

Konklusi dari peradilan itu setidaknya tercipta atas asas supremasi

hukum: bahwa Ali yang sewaktu itu menjadi khalifah tidak dapat seenaknya

"' Muhammad Alim, 4sas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam
Dan Ketatanegaraan,{ Yogyakarta: LKIS, 2010), 12
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mengambil baju besi yang diklaim miliknya. Namun tetap harus melalui
proses peradilan. Kemudian asas kesederajatan di muka hukum juga tercipta
di situ: bahwa antara seorang khalifah sama derajatnya dengan si Yahudi yang
berposisi sebagai rakyat di depan hukum.

Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum acara pidana Islam

memberikan jaminan bagi tersangka sebagai berikut:
1. Hak untuk Membela Diri

Hak ini merupakan hak yag paling penting, karena dengan tersangka
dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti
yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk kebebasan, perlunya hak
untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan
yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah.

Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu,
hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak untuk membela diri
sebagai berikut:

a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan

bukti-bukti yang ada dalam kasus itu.

b. Tersangka harus mampu membela dirinya sendiri.

c. Tersangka memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk

membantunya dalam pembelaan.
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d. Tersangka harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan
harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi
dengan penasehat hukumnya.'?

Setiap orang yang diadili pada dasarnya diberi hak untuk melakukan
pembelaan diri agar hukuman yang di berikan kepadanya benar-benar
memenuhi tuntutan keadilan. Di antara yang disebutkan Al-Qurthubi
rahimahullah dalam tafsir firman Allah :

'_011 o 08, 7T L -.a
Uy an rg.g‘-.é“)! J.UIJ

.

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, maka
mereka membela diri.” (QS. Al-Syura: 39).

Sesungguhnya sifat keseimbangan yang menjadi karakteristik agama
Islam, pada satu sisi membuat sebagian orang beriman di sebagian tempat
bersifat tawadhu' (rendah hati) lagi toleransi, suka memaafkan dan
mengampuni  kesalahan orang lain. Pada sisi yang lain, Anda akan
menemukannya tegar bersemangat di atas muru'ahnya, menuntut haknya,
membalas orang yang menganiayanya, membela diri dari perbuatan jahat

yang ditujukan kepadanya.'

2 1bid, 82
13 Al-Haththabi, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman ar-Ra’ini Abu Abdillah, Mawdhib al-
Jalil li Syarhi Mukhtashar Khalil, (Beirut: Darul Kutub al-Iimiyah,1995), 63.
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2. Pendakwa harus Memberikan Bukti yang Kuat.

Memang dalam hukum Islam, tiap-tiap dakwaan itu mestilah
dibuktikan dengan hujah-hujah yang kuat, sehingga meyakinkan para hakim
bahwa dakwaan yang dikemukakan itu ada asasnya yang boleh
dipertimbangkan. Kemudian hujah-hujah itu harus disampaikan oleh para
saksi, sehingga apa yang didakwa itu dapat diyakinkan kebenarannya. Sebab
saksi dalam Islam itu bukan hanya menyampaikan sesuatu untuk menguatkan
dakwaan pendakwa, malah lebih dari itu. Para saksi yang berdusta itu amat
berat dosanya dan diancam dengan seksa yang amat berat sekali. Lantaran itu
jika saksi tidak benar, maka seolah-olahnya dialah yang telah menjatuhkan
hukuman yang salah itu ke atas orang yang dituduh; iaitu lawan pendakwa.

Andaikata pendakwa tidak dapat membawa saksi yang bakal
mendukung dakwaannya, maka barulah dibenarkan orang yang dituduh itu
bersumpah menafikan dakwaan itu. Jika ia enggan bersumpah, maka sabitlah
jenayah atau tuduhan itu atas dirinya. Hakim boleh menjatuhkan hukuman
yang setimpal ke atas dirinya.

Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi, manakala yang
memungkiri harus bersumpah. karena itu jelaslah bahwa tiap-tiap dakwaan itu
harus dibuktikan oleh saksi, kerana tanpa saksi dakwaan itu belum boleh
benarkan. Andaikata pendakwa tidak dapat membawa saksi, maka yang

dituduh harus bersumpah menafikan dakwaan itu. Dengan bersumpahnya
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yang tertuduh, maka dakwaan yang tidak disertakan saksi itu menjadi tidak
berguna sama sekali. Ia ditolak atas dasar kurangnya bukti.

Nabi saw tidak memutuskan suatu perkara berdasarkan apa yang
beliau ketahui, namun berdasarkan bukti-bukti syar’iy. Imam Abu Dawud

menuturkan sebuah hadits dari Aisyah ra:
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“Nabi saw mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah ra sebagai pengumpul zakat.
Lalu, ada seorang laki-laki bertengkar dengannya dalam urusan zakatnya.
Abu Jahm memukul laki-laki itu hingga terluka. Lalu, keluarganya
mendatangi Nabi saw dan berkata, “Qishash Ya Rasulullah”. Nabi saw
menjawab, “Kalian memiliki hak begini dan begini”. Namun, mereka tidak
rela. Nabi saw bersabda lagi, “Kalian memiliki hak begini dan begini”.
Namun mereka tidak rela. Nabi bersabda lagi, “Kalian memiliki hak begini
dan begini”. Mereka akhirnya rela. Lalu Nabi saw bersabda, “Aku akan
menyampaikan khuthbah kepada manusia petang hari, dan memberitahu
mereka mengenai kerelaan kalian”. Mereka menjawab, “lya”. Rasulullah
saw segera berkhuthbah, dan bersabda, “Sesungguhnya mereka
mendatangiku untuk meminta qishash. Namun aku menawarkan mereka
begini dan begini, dan mereka pun rela. Lalu, apakah kalian (wali korban)
rela? Namun mereka (wali korban) berkata, “Tidak!”. Kaum Muhajirin pun
berhasrat menyerang mereka. Rasulullah saw menahan kaum Muhajirin
untuk tidak menyerang mereka. Kaum Muhajirin pun segera menahan diri.



59

Lalu, Nabi saw memanggil mereka (wali korban) kembali dan memberi
tambahan diyat kepada mereka. Nabi saw bertanya, “Apakah kalian rela?
Mereka menjawab, “Iya”. Nabi saw pun bersabda, “Saya akan berkhuthbah
di hadapan manusia dan memberitahu kepada mereka mengenai keridloan
kalian”. Wali korban menjawab, “Iya”. Nabi saw segera berkhuthbah, dan
bersabda, “Apakah kalian rela? Mereka menjawab, “Iya”. [HR. Imam Abu
Dawud]

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang qadhi tidak boleh
memberikan keputusan berdasarkan pengetahuannya saja, akan tetapi harus
berdasarkan bukti yang disampaikan di hadapan majelis peradilan. Seandainya
beliau saw diperbolehkan memutuskan berdasarkan pengetahuannya, niscaya
beliau saw segera menjatuhkan vonis diyat, tatkala wali korban menyetujui
diyat. Namun, ketika persetujuan wali korban dibatalkan di hadapan majelis
peradilan, Nabi saw tidak menolak pembatalan mereka, dan menunda vonis.
Namun, setelah diyatnya ditambah, dan wali korban menyatakan kerelaannya
di hadapan majelis peradilan, barulah Nabi saw memutuskan vonis diyat.

Beban untuk membuktikan kebeneran dakwaan atau gugatan dalam
hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penguggat,
diantara kaidah kulli (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang
berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk
mempertahankan hukum asal (kenyataan). Rasulullah SAW menjelaskan
masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum

Islam adalah:

' Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, pentahgqig, Sidqi muhammad jamil,( Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 78
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"Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada
tergugat”

Pembuktian dibebankan pada penguggat (affirmanti incoumbil
probato), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya,
seorang penguggat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan
dalil-dalil gugatannya. Kemudian yang dituduh pula memberikan kesempatan
untuk bersumpah menafikan tuduhan itu, yang mana dengan berbuat
demikian, bererti ia telah menolak tuduhan dan mendakwa dirinya bersih dari
tuduhan.

. Hak Pemeriksaan Pengadilan.

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu
terhadap penyalah gunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak,
jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka.

Islam melarang penjatuhan sanksi, apa pun bentuknya, kecuali melalui
proses dan putusan pengadilan. Sebab, pengadilanlah yang memiliki
kewenangan membuat keputusan dan sifatnya pun mengikat. Al-Haththabi

mengutip perkataan Ibnu Rusyad, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Farihun
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bahwa, “Hakikat pengadilan adalah pemberitahuan (perintah hakim) tentang
hukum syariah dengan cara mengikat."’

Adapun dalil terkait hal ini adalah sabda Rasulullah saw.:
s 4 P A LA S R A 6 I VN VR R A

Siapa saja yang pernah aku ambil hartanya, maka inilah hartaku. Karena itu,
hendaklah ia mengambilnya. Siapa saja yang pernah dicambuk punggungnya,
maka ini punggungku. Karena itu, hendaklah ia mengambil qishash dariku
(HR Abu Ya’la dari al-Fadhal bin Abbas).

Ibnu Katsir, dalam Al-Biddyah wa an-Nihdyah, juga menuturkan hadis
senada dengan lafal berbeda. Hadis ini merupakan dalil atas keharaman
seorang penguasa menghukum seseorang tanpa dibuktikan di pengadilan
bahwa orang itu telah melakukan kejahatan yang mengharuskannya untuk
dihukum.'®

Ada juga hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menolak
untuk merajam seorang perempuan yang dituduh berselingkuh. Padahal
indikasi bahwa ia berzina telah ada. Hanya saja tidak ada bukti yang
menguatkannya. Beliau bersabda:

’_/’r oz LA
d

L;.-’:.;.;J:u_,,f,i\.\,mf,g&;’:j

' Ibnu katsir, 4/-Biddyah wa an-Nihdyah, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 67
16 Al-Haththabi, Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman ar-Ra’ini Abu Abdillah, Mawdhib al-
Jalil li Syarhi Mukhtashar Khalil, (Beirut: Darul Kutub al-Iimiyah,1995), 63
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Sekiranya saya boleh merajam seseorang tanpa bukti, tentu saya telah
merajamnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, tidak boleh menjatuhkan hukuman apa pun atas
terdakwa sebelum tuduhan itu dibuktikan di depan hakim yang memiliki
otoritas untuk mengadili di tempat pengadilan.'’

4. Hak atas Peradilan yang Adil dan tidak Memihak.

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilam dan
kesamaan diantara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya
dihadapan mereka yang memutuskan perkara. Banyak ayat Al-Qur'an yang
menunjukkan hal ini, praktik-praktik yang dilakukan Nabi SAW, dan para
Khulafaur Rasyidin penerus beliau menunjukkan dijaminnya hak-hak
terdakwah ini.

Persamaan di depan hukum Rasulullah SAW menegaskan persamaan
di depan hukum ini saat mengatakan, “Seandainya anakku Fatimah mencuri,
akan kupotong tangannya. Hadits itu bermula ketika seorang sahabat
terdekatnya, meminta Rasulullah untuk tidak menghukum seorang wanita
terpandang. Rasulullah marah dan menegaskan bahwa siapapun yang
bersalah, meskipun anaknya sendiri akan dia hukum. Kebijakan ini pun diikuti
oleh para khalifah maupun qadhi (hakim) setelah Rosulullah wafat. Khalifah
Ali bin Abi Thalib ra yang menjadi penguasa tertinggi pada saat itu bahkan
pernah dikalahkan dalam peradilan Islam. Pasalnya, dia tidak bisa

'7 An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, Mugaddimah ad-Dustiir aw al-Ashdb al-Mujibah Lahu, Jilid
I, cet. II, (Beirut: Darul Ummah, 2009), 80.
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membuktikan tuduhan bahwa baju besinya memang benar telah dicuri oleh
seorang warga Yahudi. Pengadilan Tunggal Tidak Berjenjang. Islam tidak
mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan dengan asumsi harus
dilakukan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang
menunjang. Hal ini akan menjaga képastian hukum dan dapat mencegah
timbunan perkara akibat peradilan bertingkat, termasuk yang ada di
Indonesia.’®
5. Hak untuk Meminta Ganti Rugi karena Putusan yang Salah.

Tidak seorangpun akan di hukum kecuali oleh peraturan pengadilan.
Selain itu, sarana (alat-alat) penyiksaan tidak diperbolehkan. Dibawah sistem
Islam, seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk
memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi (misal gishas) untuk suatu
tindak kejahatan. Khusus untuk hukum hudud, merupakan hak Allah.Hukum
potong tangan dalam Islam hanya akan diterapkan apabila memenuhi 7
persyaratan, yaitu:
1. Ada saksi (yang tidak kontradiksi atau salah dalam kesaksiannya)
2. Nilai barang yang dicuri harus mencapai 0,25 dinar atau senilai 4,25 gr

emas.

3. Bukan berupa makanan (jika pencuri itu lapar)
4. Barang yang dicuri tidak berasal dari keluarga pencuri tersebut.

5. Barangnya halal secara alami (misal: bukan alkohol)

** Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pldana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6



6. Dipastikan dicuri dari tempat yang aman (terkunci)
7. Tidak diragukan dari segi barangnya (artinya pencuri tersebut tidak berhak
mengambil misalnya uang dari harta milik umum).

Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja,
terhukum berhak atas konpensasi dari baitul maal sebagai tambahan haknya
untuk banding dan pengaduan kepada Wali Al-Mazalim. Apabila hakim
dengan sengaja berlaku tidak adil dan mengeluarkan suatu keputusan yang
tidak adil untuk keuntungan seseorang karena ia terhormat atau berkuasa,
maka hakim itu harus dihukum dengan pemecatatan dan korban berhak atas
ganti rugi dari hakim tersebut.'

6. Keyakinan sebagai Dasar dari Terbuktinya Kejahatan.

Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari
aturan-aturan pidana substantif dan prosedural. Sebagai konsekuensinya,
keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi
tersangka, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat
menjadi dasar untuk keputusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi
terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan
dan keyakinan.

Asas Praduga Tak Bersalah dengan pengertian seperti ini telah dikenal

dan diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam jauh sebelum Barat

* ° Nagaty Sanad, The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law, ( Chicago:
Office of International Criminal Justice, 1991), 84
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memformalisasikannya. Para ulama pun dalam kitab-kitab fikih telah
menggunakannya dalam menyelesaikan berbagai kasus pidana dan perdata.
Bahkan asas ini telah menjadi bagian dari kaedah fiKih:

AT PN

Hukum asal setiap manusia bebas dari tuduhan.

Pada hakikatnya seseorang dilahirkan dalam keadaan baik, bukan
mahluk yang jahat. Ketika ia tumbuh dan berkembang maka kemudian
lingkungan membentuknya, hal ini mengakibatkan ia menjadi baik atau jahat.
Dalam hal seseorang dianggap sebagai jahat, maka itu harus didasarkan atas
sebuah keasalahan yang ia lakukan, dan kesalahan yang ia lakukan adalah
harus didasarkan oleh sebuah aturan hukum yang melarang seseorang untuk
berbuat hal itu. Jikapun seseorang dinyatakan bersalah, maka itupun harus
melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Klta harus
menghormati hukum sebagai sebuah proses utama yang memiliki kedaulatan
untuk menentukan nasib seseorang apakah ia bersalah atau tidak. Menentukan
nasib seseorang harus melalui proses peradilan mengingat menyangkut harkat
dan martabat manusia. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, maka harga diri
dan martabatnya secara sosial ikut hancur karena masyarakat menganggapnya
sebagai mahluk yang anti sosial. Untuk itu maka tidak setiap orang berhak

menyatakan seseorang bersalah atau tidak.
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Dalam sebuah proses peradilan yang fair, tidak berpihak dan adil,
maka semua fakta hukum dan bukti akan digelar. Semuanya akan dianalisis
untuk menentukan tingkat kesalahan seseorang, yang pada akhirnya akan
dijatuhkan dalam bentuk putusan hakim atau putusan pengadilan. Ketika
putusan ini muncul, maka barulah kita dapat melihat apakah seseorang
bersalah atau tidak. Dalam hal putusan berkaitan dengan perbuatan pidana,
maka hukum pidana haruslah dianggap sebagai ultimum remidium atau
tindakan paling akhir yang akan diterapkan, ketika yang lain tak ada yang
mampu menangani. Penjatuhan sanksi pidana akan begitu menyakitkan,
belum lagi munculnya sanksi sosial terhadap para pelaku pidana. Sanksi sosial
akan menjadi jauh lebih kejam terkadang karena masyarakat akan terus

mengingatnya sebagai orang yang jahat.

Sebagai mahluk yang bermartabat, maka manusia diberikan
kedudukan yang tinggi, dan ketika ia kehilangan kedudukannya itu dapat
terjadi karena ia berbuat kesalahan yang dianggap melanggar norma-norma
yang berlaku. Norma tersebut dapat berbentuk norma agama, kesopanan atau
etika, norma, kesusilaan dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma
terakhir ketika norma-norma lainnya tidak dapat lagi berbuat. Pada saat inilah
kita harus belajar untuk menghormati hukum berserta proses-prosesnya.
Biarkan hukum bekerja karena sebagai mahluk yang bermartabat adalah

ketika ia menghormati hukum.
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Dalam hukum nasib seseorang ditentukan, pada saat inilah kita harus
belajar bahwa manusia pada hakikatnya adalah mahluk yang baik. Seseorang
menjadi jahat atau buruk adalah karena faktor lingkungan dan pengalaman
yang membentuknya. Untuk itu hukum akan menjatuhkan sanksinya adalah
berkaitan untuk mengembalikan ia ke jalan yang benar. Pada saat itu kita juga
tentunya belajar bahwa seseorang yang baik itu tentunya memiliki latar
belakang atau motovasi yang tidak kita ketahui mengapa ia berbuat jahat.
Hukum akan melihatnya, membuktikannya, menganalisisnya yang pada
akhirnya adalah menjatuhkan hukuman jika ia dinyatakan bersalah.
Disinilah makna praduga tak bersalah muncul. Kita dengan segala fikiran
yang jernih, positif, dan dengan fikiran yang baik harus selalu menanamkan
dalam diri kita bahwa ia belumlah bersalah sampai ia dinyatakan bersalah oleh

putusan seorang hakim.



BAB 1V
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEDUA SISTEM HUKUM TERSEBUT
DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PERNYIDIKAN PERKARA PIDANA
A. Persamaan Dalam melindungi Hak-hak tersangka dalam Proses Pernyidikan
Perkara Pidana.

1. Asas Praduga tak Bersalah dan Hak Membela Diri.

Praduga Tak Bersalah adalah asas yang menyatakan seseorang tidak
bersalah hingga pengadilan menyatakan dia bersalah, didalam penyidikan
tersangka tidak bisa dinyatakan langsung bersalah, pengarahan bagi para
aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut
dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka
terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative
dan tidak berorientasi pada hasil akhir.

Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar
fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena
itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan.

Dalam menangani sebuah kasus prinsip yang digunakan adalah tetap
berpegang pada landasan asas praduga tak bersalah (presumption of

innocence). Karena hal ini merupakan salah satu sikap menjunjung tinggi dan

68
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melindungi harkat dan martabat seseorang. Jadi pidana dijatuhkan setelah
melalui proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang
yaitu gddhi,’ Jadi dalam tradisi Islam terdakwa tidak akan pernah bisa dijatuhi
hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, yang

berdasarkan pada asas mengangkat hukum yang dalam posisi ketidakjelasan.

Selain asas diatas, seorang terdakwa juga mendapatkan hak untuk
mengajukan pembelaan atas dirinya. Hal ini pun pernah terjadi dalam
peristiwa saat persiapan untuk menyerang Makkah, tetapi saat itu ada seorang
sahabat yang membocorkan rahasia itu yang dilakukan Hatib Bin Abi
Balta’a. dengan cara mengirim surat kepada penguasa Mekkah dengan
perantara seorang wanita. Akan tetapi hal ini diketahui rasulullah. Meskipun
tindakan Hatib Bin Abi Balta’a merupakan salah satu bentuk pengkhianatan,
tetapi asas peradilan terbuka untuk umum tetap dilaksanakan. Hal ini
berlangsung di masjid Nabawi dihadapan ratusan orang. Dalam mengajukan
pembelaanmya bahwa hal itu dilakukan karena anak dan istrinya tinggal di
Makkah, agar orang- disana melindunginya. Kemudian rasulullah menjawab,
“dia adalah salah seorang yang ambil bagian dalam perang Badar dan

penjelasan yang dikemukakan sebagai pembelaan bisa diterima’?

! Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern. 2010,(Yokyakarta; LKIS), 389
? Ibid, 394. Lihat Tafsir Zilalqur'an dalam Surat Mumtahanah ayat 1
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2. Perlindungan di saat Penangkapan.

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan
tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat
tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan
serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia
akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud
harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.
Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta
memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Sedang dalam hukum acara peradilan boleh menahan seorang
tersangka, masa penahanannya itu harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu,
dan masanya tidak lama, setengah hari, atau sehari semalam.

Dalil atas kebolehan melakukan penahanan terhadap terdakwa adalah

dalam hadis riwayat Abu Hurairah dinyatakan:

A 3 Uy A 3 e ey e 1 o £ O
Nabi saw. pernah menahan terdakwa selama sehari semalam (HR al-
Hakim).
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Perlu diingat, bahwa penahanan terdakwa dalam hal ini bukanlah
hukuman, melainkan penahanan untuk mengungkap sebagian fakta yang
masih tersembunyi terkait dengan kasusnya.

3. Persamaan Derajat di Muka Hukum

Salah satu fungsi pengadilan adalah kekuatan tempat berlindung bagi
orang yang lemah, untuk membela haknya supaya ia mendapatkan haknya.
Dan juga tempat untuk membela diri dari tuduhan atas dakwaan yang tidak

bersalah dari ancaman hukuman.?

Dimuka hukum asas yang digunakan adalah kesamaan hak atau
kesederajatan dimuka hukum, equality before the law.Dalam Kkaitannya
dengan kesederajatan dimuka hukum, Muhammad Husain Haekal menyatakan
bahwa persamaan adalah pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti
dari kedaulatannya. Hal serupa juga dilontarkan oleh Marcel A. Boisard:

“kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan.’

Hal ini telah dipraktekkan rasulullah Dalam constitution of
Medina pada pasal 1 yang berbunyi: “dntara orang-orang beriman dari
kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan yang berasal dari Yastrib
(Madinah) beserta yang mengikuti mereka dan menyusul mereka, dan

berjuang bersama mereka adalah satu umat, diluar golongan yang lain™

3 Ibid, 170
4 Ibid, 190
> Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad,2003(Jakarta: Lentera Antar Nusa), 262
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Mengenai  persamaan didepan hukum rasulullah  sudah
mempraktekkannya. Hal ini terjadi dalam kasusnya Usamah bin Zaid datang
untuk meminta amnesti bagi seorang wanita Makzumiyah yang kedapatan
melakukan pencurian. Tetapi rasulullah menolak karena hal ini sudah tertera
dalam undang-undang Allah. Sebelum hukuman dijatuhkan rasulullah
berkhutbah dihadapan khalayak ramai. Beliau bersabda:” hai manusia!
sesungguhnya tidak lain yang membinasakan orang-orang dahulu sebelum
kamu ialah: apabila orang terpandang diantara mereka mencuri, mereka
membiarkannya. Dan apabila diantara mereka orang lemah yang mencuri,

mereka menetapkan hukuman diatasnya,’ beliau bertanya:

Patutkah engkau meminta syafaat dalam salah satu dari hukuman-
hukuman yang ditetapkan oleh Allah wahai Usamah? Demi Allah, seandainya
Fatimah putri Muhammad mencuri, tentu akan kupotong tangannya™

Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum Allah harus ditegakkan
tanpa memandang pangkat dan kedudukan seseorang. Semuanya sama dimuka
hukum apabila pelakw/ terdakwa telah benar-benar terbukti melakukan

tindakan pidana.

® Nasiruddin, Kisah Keadilan Pemimpin Islam, (Jakarta: Penerbit Republika), 9.



73

B. Perbedaan Dalam melindungi Hak-hak tersangka dalam Proses Pernyidikan
Perkara Pidana.

1. Membela diri.

Seseorang tidak boleh dinyatakan telah bersalah sebelum ada suatu
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang
tersebut bersalah dan Setiap Orang berhak untuk mendapatkan Perlindungan

Hukum dari Advokat/Penasihat Hukum.

Hal ini berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan "Guna
kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan
hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan
pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam

undang-undang ini".

Setiap orang berarti semua orang tidak terkecuali, termasuk laki-laki
maupun perempuan, miskin maupun kaya, nelayan maupun petani, sipil
maupun militer, karyawan swasta maupun pegawai negeri, pengusaha maupun
pedagang, warga negara indonesia maupun warga negara asing, siapa saja
termasuk Penegak Hukum itu sendiri baik Hakim, Jaksa, Polisi maupun
Advokat itu sendiri, semuanya bisa saja menjadi Tersangka atau Terdakwa
dan semuanya juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan

Pembelaan dari Advokat. Karena kita semua di mata hukum adalah sama.
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Berdasarkan UU Advokat No.18 thn 2003 pada Pasal 18 ayat (2)
menyatakan "Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam
membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat" dan
penyidik harus serta wajib menyediakan penasehat hukum apabila hukuman
diatas lima tahun dan hukuman mati bagi tersangka.

Sedangkan didalam Peradilan Islam, setiap orang yang diadili pada
dasarnya diberi hak untuk melakukan pembelaan diri agar hukuman yang di
berikan kepadanya benar-benar memenuhi tuntutan keadilan. Di antara yang
disebutkan Al-Qurthubi rahimahullah dalam tafsir firman Allah :

05 el il
“Dan (bagi) orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, maka
mereka membela diri.” ( QS. Al-Syura: 39).

Cuma dalam pembelaanya mereka hanya diwajibkan untuk
memberikan bukti, atau saksi yang menyebutkan mereka tidak bersalah.
Untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan pendakwa terhadap
terdakwa maka proses pembuktian merupakan perkara yang amat
menentukan. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan jenis pembuktian yang
diakui legalitasnya yaitu:

Pengakuan pelaku

~ . 4 > . .2 . . - - > - o, A -
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Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan
(sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun ( Qs: Al bagaraah: 225)
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
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dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu. (QS Al Baqarah: 282).

2. Acara Penyidikan.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja
yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli.
Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun,
kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak
asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang
berperikemanusiaan dan beradab.

Polisi sejak menerima laporan/pengaduan tentang dugaan terjadinya
tindak pidana dari seseorang maka proses penyidikan dalam jangka 2 x 24 jam

hasil penyidikan yang telah selesai wajib disampaikan kepada penuntut
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umum. Jika belum lengkap, paling lambat 7 hari PU harus mengembalikan
bekas ke penyidik, dan 7 hari kemudian harus ada penyidikan
tambahan.Penyidikan dianggap selesai jika 14 hari PU tidak mengembalikan
ke penyidik.Artinya bahwa secara sepesifk di dalam RUU KUHAP mengatus
mengenai masa waktu dilakukan penyidikan dan hal ini diharapkan adanya
suatu kepastian hukum bagi seseorang yang di duga keras melakukan tindak
pidana schingga proses penahannannya pun di harapkan tidak terkatung-
katung sampai berbulan-bulan.

Seorang tersangka statusnya bisa berubah bila terbukti bersalah, untuk
menilai salah atau benarnya tersangka harus melalui pembuktian yang
dilakukan penyidik, penyidik didalam peradilan Islam adalah qadhi, Jika
seseorang telah mengaku telah melakukan suatu tindakan kriminal di
pengadilan maka gédhi tidak serta merta menerima pengakuan itu hingga ia
yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut.

Selain itu harus ada saksi, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan
pihak saksi, yakni berdasarkan penginderaanya secara langsung pada
peristiwa tersebut, Memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang
menjadi dasar dalam pengadilan.

Didalam hukum acara peradilan Islam penyidikan dilakukan oleh gidhi
secara langsung, yang terperkara dihadapkan langsung antara tergugat dan
penuduh, disini mereka diberikan keleluasan untuk memberikan argument

penguat pembenaran mereka, tertudub/ tersangka diberikan kesempatan
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membawah saksi dan barang bukti penguat pernyataan kalau dirinya tidak
bersalah, sedangkan penuduh diberikan kesempatan yang sama agar dapat
membuktikan bahwa tuduhannya benar dan bukan fitnah.

Disini qidhi akan menilai langsung dan memberikan putusan apakah
tersangka bersalah atau tidak, dengan menilai hasil pembuktian yang
diberikan oleh kedua terperkara. Tetapi setiap putusan harus berdasar kan

pengetahuan dan kebenaran yang ada.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan

untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan

perkara pidana menurut KUHAP adalah:

a. Penerapan Upaya Paksa (Dwang Middelen) yang Memperhatikan
Hak-Hak Asai Tersangka, Adapun hak-hak asasi tersangka yang
harus dijunjung tinggi antara lain; Persamaan hak dan kedudukan
serta kewajiban di hadapan hukum; Harus diduga tidak bersalah
(presumption of innocence); Penangkapan atau penahanan harus
didasarkan bukti yang cukup, dan Hak mempersiapkan pembelaan

secara dini.

b. Perluasan Wewenang Lembaga Praperadilan. Karena Lingkup
Prapradilan Indonesia sangat sempit yaitu berdasarkan ketentuan
Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenal 3 (tiga) hal, yaitu; (a)
sah atau tidaknya penangkapan, (b) sah atau tidaknya penahanan, dan,
(c) sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. Dengan
demikian, lembaga praperadilan yang ada sekarang hanya bersifat
administratif dan tidak secara fundamental menjadi lembaga penjamin
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atas pelanggaran hak seorang tersangka. Pembaharuan Hukum Acara
Pidana dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan
merumuskan kembali tentang mekanisme penyelenggaraan lembaga

praperadilan ini agar tidak lagi hanya bersifat administratif,

c. Pemberian hak Tersangka membela diri untuk meringankan

tuduhannya dan dapat didampingi Penasehat Hukum.

2. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan

perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam adalah:

a. Sistem Peradilan Islam Memberikan Putusan Tanpa Berbelit-belit,
karena disini kedua terperkara dipertemukan langsung untuk didengar
permasalahannya dan dilihat bukti-bukti yang menguatkan serta dicari

penyelesaiannya serta putusan apa yang tepat untuk dijatuhkan.

b. Seseorang Tidak Bisa Dihukum Tanpa Bukti, seorang harus tetap
dianggap tak bersalah sampai bisa dibuktikan kesalahannya, sehingga
tidak ada alasan untuk memasukkannya ke penjara. Selanjutnya,
menjadi tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan pihak
tersangka. Jika gagal, kasus tersebut akan segera dibatalkan, kecuali
apabila hakim berdasar bukti yang ada memiliki kecurigaan, bahwa
tersangka akan melarikan diri. Tanpa bukti yang ada, hakim tidak bisa

menahan tersangka lebih lama. Tersangka harus segera dibebaskan.
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3. Persamaan dan perbedaan kedua tersebut.
a. Persamaan

Kedua system hukum tersebut sama-sama memandang tersangka patut
diduga tidak bersalah ( asas praduga tidak bersalah), sebelum ada bukti-
bikti yang menguatkan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tersebut.
Dan hak tersangka lainnya adalah bebas memberikan pembelaan sebebas-
bebasnya agar dapat meringankan hukuman tuduhan yang diberikan

kepada tersangka.

Dan dalam penyidikan dilarang melakukan tidak kekerasan yang tidak
berprikemanusian hanya demi mencari kebenaran, tujuan utama
penyidikan adalah mencari kebenaran dan kejelasan tindak pidana bukan

mencarai siapa yang bersalah atau tidak.
b. Perbedaan.

Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, dimana
hukum acara pidana islam dalam melakukan penyidikan dilakukan
langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP
penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya
laporan terjadinya tindak pidana. Setelah mempunyai bukti yang cukup

BAP diserahkan ke penuntut umum untuk peradilan selanjutnya.
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B. Saran

1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dimasa-masa mendatang harus lebih

. efektif dalam melakukan penunjukkan terhadap anggota kepolisian yang nantinya

akan menjadi seorang penyidik, dengan pemilihan tersebut diharapkan POLRI
akan mendapat penyidik-penyidik yang memilki taraf kecerdasan rata-rata,
mempunyai daya analisis yang tajam dan pemahaman sosial yang tinggi, daya
imajinasi dan kreatifitas yang cukup baik serta memiliki ketekunan disiplin dan
dipercaya serta taat azas, sehingga nantinya tidak lagi ditemui adanya pelanggaran
terhadap ketentuan hukum acara oleh penyidik yang dapat berakibat tidak
diterimanya dakwaan oleh penuntut umum, akibat surat dakwaan disusun
berdasarkan pemeriksan penyidik yang tidak sah. Dan Di tangan hakimlah
terletak lepas dan terikatnya manusia yang berperkara, sengsara atau atau
selamatnya mereka, oleh karena itu seorang hakim harus bersungguh-sungguh
mencari kebenaran agar dapat menghukum dengan seadil-adilnya. Dengan
demikian nyatalah bahwa hukum yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah
menurut yang tertulis dalam Al-qur’an. Jika tidak dapat dalam Al-qur’an dicari
dalam hadits, jika tidak ditemukan dalam hadits, dicari Ilat atau persamaannya,
inilah yang disebut dengan ijtihad. Jika tidak dapat dalam Al-qur’an tetapi
mempunyai ikatan atau persamaan dengan perkara lain atau hukumnya ada dalam
Al-qur’an dan hadits, maka hukumnya disamakan inilah yang disebut Qiyas yang

melakukan hendaklah yang pandai berijtihad menurut syar’i.
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2. Penerapan upaya paksa (dwang middelen) sebaiknya harus dikurangi dengan lebih

mengedepankan kualitas criminal sciencetific (ilmu kriminal) penyidik dan agar
kebenaran yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan lebih secara ilmiah, dan
yang paling penting adalah dalam penegakan hukum pidana tidak boleh
melanggar hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka pada tahap
penyidikan.

. Maka kajian teoritis dan empiris terhadap formalisasi syari’at Islam dalam tata
hukum Indonesia ini perlu direkomendasikan kepada masyarakat Indonesia,
khususnya umat Islam, bahwa formalisasi syari’at Islam harus tetap ditempuh,
diantaranya secara politis-yuridis sebagai wujud tuntutan akidah. Namun
demikian, cara yang ditempuh tidak perlu lagi secara politisideologis di tingkat
konstitusi, melainkan cukup dengan memproses legislasi syari’at Islam setingkat

peraturan dan perundang-undangan, seperti yang saat ini telah berlaku.

Sebaiknya ada perluasan kewenangan lembaga praperadila agar dapat lebih
menjamin hak asasi tersangka secara lebih fundamental. Atau dengan
menciptakan formula baru sebagai pengganti lembaga praperadilan mengingat

kelemahan lembaga “mengadukan hak tersangka” yang ada selama ini.
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